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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan,

akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gabe Dorris Mora Bom Saragih,
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sibolga;

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Robinson Tarigan,
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan ;

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.

dan

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjaditanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
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MATRIK PERJANJIAN KINERJA

PENGADI1LAN NEGERI SIBOLGA

TAHUN ANGGARAN 2022

NO. SASARAN
L Tenvujudnya Proses Peradilan a.
yang Pasti, Transparan, dan
Akimtabel
b.
C.
d.
e.
f.
2. Peningkatan Efektivitas a.
Pengelolaan Penyelesaian
' Perkara
b.
1 C
1 1d.

3. Meningkatnya Akses Peradilan a.

bagi masyarakat miskin dan

INDIKATOR KINERJA

Persentase Sisa Perkara yang
diselesaikan

Perdata
Pidana

Persentase Perkara yang
diselesaikan tepat waktu

Perdata
Pidana

Persentase penurunan sisa perkara

- Perdata
- Pidana

Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum

* PERDATA

- Banding

- Kasasi

- K

* PIDANA

- Banding

- Kasasi

- PK

Persentase perkara Pidana Anak
yang diselesaikan dengan diversi

Indeks Responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
peradilan

Persentase Salinan Putusan yang
diterima oleh para pihak tepat
waktu

Persentase Perkara yang
diselesaikan melalui Mediasi

Persentase berkas perkara yang
diajukan Banding, Kasasi, dan PK
secara lengkap dan tepat waktu

Persentase Putusan Perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam 1
hari setelah putusan

Persentase perkara Prodeo yang
diselesaikan

TARGET

100%
100%

85%
90%

%
%

90%
95%
95%

85%
90%
95%
%
90%

100%

S0

100%



NO
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terpinggirkan b. Persentase perkara yang
diselesaikan  di  luar  gedung -
pengadilan
c. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat 100%
bantuan hukum, POSBAKUM
Meningkatnya Kepatuhan Persentase putusan perkara perdata
terhadap Putusan Pengadilan yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 10%
Meningkatnya  Transparansi a. Persentase terpenuhinya kebutuhan
Pengelolaan Keuangan dan standar sarana dan prasarana yang
Aset mendukung peningkatan pelayanan 100%
prima
b. Persentase tercapainya  target
kegiatan prioritas yang mendukung 100%
pelayanan prima
Meningkatnya Pelayanan Persentase meningkatnya pelayanan
kepada Hakim dan Pegawai di kepada Hakim dan Pegawai di
Pengadilan Negeri Sibolga Pengadilan Negeri Sibolga 100%
Meningkatnya Pelaporan, Persentase Meningkatnya Pelaporan,
Perencanaan, dan Pelayanan Perencanaan, dan Pelayanan Teknologi 10096
Teknologi Informasi Informasi
KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan 3.790.938.000
Urusan Administrasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah 10.000.000
Agung
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 179.900.000
Medan, Januari 2022
Pihak Kedua,
GADILAN TINGGI MEDAN GERI SIBOLGA
n Tarigan, Gabe D Boru Saragih, S.H., M.H.
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PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA GABE DORRIS MORA BORU SARAGIH, S.H., M.H.
JABATAN KETUA
UNIT KERJA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen saya sebagai berikut:

1

Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung RI dan Pengadilan melalui
pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong
peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, baik di dalam maupun di luar lingkungan
Mahkamah Agung RI dan Pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Prilaku sesuai jabatan

yang saya emban dan atau Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

Senantiasa berusaha memenuhi standar keija/profesi, meningkatkan kompetensi, serta

menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dengan kecakapan (proficiency), serta
kecermatan dan kehati-hatian secara professional (due professional care);

Berperan secara proaktif dalam mencegah dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme,
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung
terkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menghindarkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.



